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Pajak merupakan penerimaan negara yang nilainya sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi dari negara
indonesia dimana sebagian besar penerimaan negara
indonesia berasal dari pungutan pajak. Dengan adanya
hubungan tersebut seharusnya penerimaan pajak dari tahun
ke tahun terus mencapai target yang diinginkan agar segala
seuatu yang telah di rencanakan pemerintah dapat
terlaksana dengan baik dengan dana yang cukup. Tetapi
pada kenyataannya penerimaan pajak di indonesia tidak
mencapai hasil yang maksimal dimana tiga tahun terakhir
target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Hal ini bukan
semata mata karena wajib pajak tiak peduli akan
kelangsungan ekonoi negara indonesia tetapi juga di
sebabkan oleh beberapa faktor yang membuat masyarakat
tidak percaya akan dana pajak yang mereka berikan
digunakan sebagaimana mestinya. Maraknya kasus
penggelapan dan pajak atau korupsi pajak merupakan salah
satu hal yang membuat persepsi masyarakat akan
kebermanfaatan dana pajak yang mereka berikan semakin
memburuk atau ada unsur ketidak percayaan terhadap
pemerintah dalam hal ini terkait dan pajak. Bukan hanya itu,
saat ini sistem perpajakan di indonsia juga dirasa belum
memberikan keadilan kepada setiap wajib pajak dimana hal
tersebut juga akan memuat persepsi wajib pajak terhadap
pemerintah semakin tidak percaya. Persepsi mengenai
keadilan disini adalah tentang sistem yang diterapkan oleh
pemerintah terhadap semua wajib pajak. Tujuan dari artikel
ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari
persepsi wajib pajak mengenai korupsi pajak yang terjadi di
indonesia dan juga persepsi terhadap keadilan sistem
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar kewajiban perpajakannya.

PENDAHULUAN

Seperti yang dilansir dalam pajak.go.id

Negara berkembang  seperti
Indonesia tentunya membutuhkan banyak
dana untuk memenuhi pembiayaan yang
dilaukan dalam pembangunan negaranya.
Indonesia juga merupakan salah satu
Negara yang dimana pendapatan
utamanya berasal dari pungutan pajak.

dimana pajak menyumbang 70%
pendapatan Negara Indonesia. Menurut
Soemitro dalam ica, teguh (2017) Pajak
merupakan iuran wajib bagi seluruh
rakyat yang harus membayar keada kas
Negara menurut ketentuan undang-
undang yang berlaku sehingga dapat
dipaksakan tanpa adanya imbal jasa
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(Kontrapretasi) secara langsung, yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran
umum Negara semua rakyat Indonesia
yang menurut undang-undang termasuk
sebagai wajib pajak harus membayar
pajak sesuai dengan kewajibannya.
Dalam implementasinya dana pajak ini
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digunakan untuk memenuhi kebutuhan
baik ekonomi maupun pembangunan
infrastruktur  lainnya. Namun dalam
pemungutan pajak Indonesia sejak 5
Tahun kebelakang tidak pernah mencapai
target.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

(trifiun rupiah)

® Realisasi
2014

@ Target

2013 2015

2016

Sumber: Kementerian Keuangan — Litbang Ki/and

S.d.
Semester |

2019
KORAN JAKARTA/ONES

2017 2018

Sumber : Koran Jakarta.com

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 - 2019

Dalam gambar vyang dilansir
dalam KorandJakarta.com terlihat bahwa
dari tahun 2015 target penerimaan pajak
tidak pernah tercapai bahkan pada tahun
2019 (Kuartal Kedua) terlhat bahwa nilai
penerimaan masih jauh dari yang di
targetkan. Hal ini menandakan adanya
ketidakpatuhan wajib pajak terhadap
kewajibannya membayar pajak.

Salah satu faktor dari keadaan
tersbut merupakan dari system yang
digunakan di Indonesia. Sistem
perpajakan yang digunakan adalah self
assessment  system yang dimana

sistem ini mengharuskan wajib pajak
sendiri yang aktif dalam menghitung,
menyetor dan melaporkan kewajiban
pajaknya, fiskus hanya  berperan
mengawasi jalannya pembayaran pajak
yang dilakukan oleh wajib pajak,
sehingga dalam sistem ini dapat

memberikan peluang bagi rakyat untuk

melakukan tindak manipulasi atau
melakukan penggelapan pajak yang
akan memberikan dampak negatif bagi
pemerintah dan juga rakyat (Komang,
Ketut, 2017) . Hal ini juga dapat disbutr
sebagai korupsi pajak. Dengan adanya

kasus korupsi pajak menjadi pemicu
tidak patuhnya wajib pajak
(Christianto,2014). Kasus penggelapan

atau korupsi pajak di inodenesia bukan
hanya satu atau dua kali terjadi di
Indonesia.

Menurut data yang di ambil dari
penelitian yang di lakukan oleh arifin
(2018) Di Indonesia sampai saat ini
Kasus korupsi di bidang perpajakan yang
dilakukan oleh pegawai dan/atau pejabat
di lingkungan Direktorat Jenderal, antara
lain:

1. Bahasyim Assifie selaku Kepala
Kantor Pemeriksaan dan
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Penyidikan Pajak Jakarta VII.
Berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan
No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

tanggal 20 September 2010,
terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak

pidana pencucian uang. Total
harta yang akan dieksekusi
sebesar Rp.60.992.238.206,00
(enam puluh milyar sembilan ratus
sembilan puluh dua juta dua ratus
tiga puluh delapan ribu dua ratus
enam rupiah) dan usD
681.147,37 (enam ratus delapan
puluh satu seratus empat puluh
tujuh koma tiga tujuh US Dollar).

2. Gayus Halomoan Partahanan
Tambunan selaku Pelaksana pada
Direktorat Keberatan dan Banding.
Berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan
No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
tanggal 19 Januari 2011, terbukti
secara sah dan meyakinkan
merugikan  keuangan negara
sebesar Rp.570.952.000,00 (lima
ratus tujuh puluh juta sembilan
ratus lima puluh dua ribu rupiah).

3. Tommy Hindratno selaku Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Il pada Kantor Pajak Pratama
Sidoarjo Selatan terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana korupsi sebesar
Rp.280.000.000,00 (dua ratus
delapan  puluh juta rupiah)
berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
No.65/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
tanggal 18 Februari 2013.

4. Pargono Riyadi selaku Penyidik
Pajak Pegawai Negeri Sipil pada
Ditjen Pajak. berdasarkan Putusan
Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
No0.44/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.
Pst tanggal 7 November 2013,

terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak
pidana korupsi sebesar

Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima
juta rupiah).

5. Mohammad Dian Irwan Nugqisra
dan Eko Darmayanto selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
pada Kanwil Ditjen Pajak Jakarta
Timur.  Berdasarkan  Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 54/PID.SUS/TPK/2013/PN.
Jkt.Pst. tanggal 25 September
2013, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi secara
bersama-sama sebesar
SGD300.000,00 (tiga ratus ribu
dolar Singapura).

Faktor maraknya kasus korupsi
tersebut akan menimbulkan pandangan
negatif wajib pajak terhadap pegawai
pajak yang kedepannya akan
menimbulkan ketidakpatuhan terhadap
pembayaran ataupun pelaporan pajak.
Ketika wajib pajak telah kehilangan
kepatuhan pajaknya maka penerimaan
perpajakan di suatu Negara tentuya akan
menurun. Hal ini tentunya merupakan dari
dampak kepercayaan yang dimiliki olh
wajib  pajak terhadap  pemerintah
pengelola perpajkan yang membrikan
kesan buruk kepada waijib pajak.

Tetapi perlu kita ketahui mengapa
bias penggelapan pajak tersebut terjadi.
Dalam hasil penelitian yang di lakukan
oleh Ari Dkk (2017) mengemukakan
bahwa wajib pajak tidak percaya
terhadap pemerintah dikarenakan
banyaknya kasus-kasus penggelapan
uang yang dilakukan oleh oknum
pemerintah. Menurut McGee (2006)
dalam komang dan ketut (2017),
mengemukakan bahwa penggelapan
pajak dianggap suatu hal yang etis
dikarenakan oleh minimnya keadilan
dalam penggunaan uang yang
bersumber dari pajak, korupsi, dan tidak
mendapat imbalan/pengaruh atas pajak
yang telah dibayarkan, yang berakibat
kurangnya tingkat kepatuhan wajib
pajak dan menimbulkan krisis
kepercayaan masyarakat kepada institusi
terkait untuk membayarkan pajaknya.
Keadilan disini adalah keadilan dimana
Pajak dipandang adil oleh wajib pajak
jika pajak yang dibebankan sebanding



117 Volume 01 Nomor 06 November 2020

dengan kemampuan membayar dan
manfaat yang akan diterima, sehingga
wajib pajak merasakan manfaat dari
beban pajak yang telah dikeluarkan
(Indriyani,dkk 2016, dalam komang dan
ketut (2017),).

Keadilan merupakan persepsi
ekuitas individu sebagai sistem pajak,
ketika wajib pajak merasa tidak adil
dengan pajak yang dibayar maka akan
mempengaruhi niat untuk berperilaku
tidak patuh (Retyowati:2016, dalam
komang dan ketut, 2017). Dalam hasil
peneltiian yang di lakukan oleh Komang
dan Ketut (2017) mengemukakan bahwa
Persepsi wajib pajak mengenai
penggelapan pajak berpengaruh positif
pada kepatuhan pajak. Tentunya hal ini
membuat peneliti ingin meneliti  hal
tersebut di tempat yang berbeda vyaitu
KPP Pratama Subang.

Dengan keadaan penerimaan
pajak yang tidak kunjung mencapai target
seharusnya Indonesia mampu membuat
masyarakatnya percaya agar kepatuhan
wajib pajak tersebut semakin meningkat.
Kepercayaan merupakan persepsi baik
yang di rasakan oleh seseorang tersebut
mau melakukan suatu hal yang di minta
atau di haruskan oleh orang lain.

Berdasarkan penelitian
sebelumnya yang di lakukan oleh Ari
(2019) menyebutkan bahwa Persepsi
keadilan secara langsung berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak PP 46 Tahun 2013 yang
terdaftar di KPP Pratama Subang.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa
semakin tinggi persepsi wajib pajak
mengenai keadilan pajak, maka semakin
tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu
juga sebaliknya, jika wajib pajak merasa
ada ketidakadilan dalam pajak maka
semakin rendah kepatuhan pajaknya.
Perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan peneliti saat ini adalah pada
responden. Peneliti saat ini menggunakan
respondenwajib paak orang pribadi, hal
ini membuat peneliti ingin membuktikan
apakah ada kesaamaan hasil yang di

dapatkan bila menggunakan responden
yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas,
penelitian tentang pengaruh Persepsi
Korupsi Pajak dan Persepsi Sistem
Keadilan Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
dengan menjadikan Kepercayaan sebagai
intervening pengaruh tersebut sangat
penting untuk teliti. Hal tersebut menjadi
alas an peneliti untuk membuat penelitian
yang berjudul “Pengaruh  Persepsi
Korupsi Pajak Dan Persepsi Keadilan
Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan
Kepercayaan Sebagai Variabel
Intervening”. Penelitian ini merupakan
terusan dari penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Ari, Asep dan Indah (2019)
Yang berjudul Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan Dan Persepsi Keadilan
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Melalui Kepercayaan Dengan mengubah
satu  variabel yaitu Pengetahuan
perpajakan menjadi Persepsi Korupsi
Pajak.

TEORI YANG RELEVAN

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori yang mendukung dalam
penelitian ini adalah Theory of Reasoned
(TRA) yang berkembang pada tahun
1967 kemudian dikembangkan menjadi
Theory of Planned Behavior (TPB). Ajzen
(1991), menjelaskan yang dimaksud
Theory of Planned Behavior (TPB)
merupakan teori yang didasarkan pada
asumsi bahwa manusia biasanya akan
berperilaku pantas (bevahe in a sensible
manner). Biasa, manusia akan
berperilaku dengan cara yang masuk
akal, lalu memikirkan dampak dari
tindakannya sebelum memutuskan untuk
melakukan perilaku tersebut. Teori ini
memberikan suatu kerangka untuk
mempelajari sikap seseorang terhadap
perilakunya. Perilaku yang nampak dari
seseorang ditentukan oleh intensi yang
mendasari perilaku tersebut. Intensi ini
nantinya akan menunjukkan seberapa
besar seseorang memiliki keinginan untuk
melakukan suatu hal atau memunculkan
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perilaku.  Tiga macam konstruksi
psikologis yang mempengaruhi intensi
yaitu:

Tiga macam konstruksi psikologis

yang mempengaruhi intensi yaitu:

1. Evaluasi terhadap kepercayaan
(belief) mengenai objek perilaku
secara spesifik yang disebut sikap
(attitude toward behavior).

Sikap dilakukan
sehubungan dengan beberapa
aspek dunia individu, seperti
orang lain, obyek fisik, perilaku
atau  kebijakan  (Ajzen dan
Fishbein, 1977). Sikap merupakan
sebuah cara yang digunakan
seseorang untuk bereaksi
terhadap lingkungan sekitarnya.

2. Evaluasi terhadap kepercayaan
mengenai harapan dan pengaruh
orang-orang di sekitar, yang
disebut norma subjektif (subjective
norm).

Ajzen (1991), menjelaskan
bahwa norma subjektif adalah
ynag merujuk pada persepsi
individu dari tekanan social untuk
melakukan atau tidak melakukan
sebuah  perilaku.  Sedangkan
menurut Bagley, Dalton dan
Ortegen (2012), norma subjektif
adalah perasaan atau
kemungkinan-kemungkinan
seseorang terhadap harapan-
harapan dari orang-orang yang
berada disekitarnya. Apa yang
ada di dalam lingkungan sosial
akan menimbulkan suatu norma

subjektif.
3. Evaluasi mengenai kemampuan
diri seseorang untuk

memunculkan perilaku yang
disebut perceive behavior control.
PBC secara langsung dan

tidak langsung dapat
mempengaruhi perilaku
seseorang. Intensi seseorang

untuk melakukan suatu perilaku

merupakan pengaruh tidak
langsung (Kartika, 2020).
Theory  of  Planned  Behavior

menjelaskan bahwa perilaku seseorang
dipengaruh oleh sikap, yang meliputi
kepercayaan-kepercayaan normatif atau

keadaan lingkungan sekitar individu. Hal
ini menunjukan bahwa keadaan sistem
pajak yang adil dapat mempengaruhi
wajib pajak dalam menentukan perilaku.
Kemudian minat berperilaku dalam hal ini
patuh dipengaruhi oleh norma subjektif
kepercayaan.

Teori Persepsi

Dalam kamus besar Bahasa
Indonesia (1990:675), persepsi
merupakan tanggapan atau penerimaan
langsung dari sesuatu atau merupakan
proses seseorang mengetahui beberapa
hal dari panca inderanya.

Persepsi adalah suatu asumsi atau
suatu informasi dari seseorang yang
didapat dari pengalaman masa lalu yang
dirasakan sendiri oleh indera orang
tersebut, keinginan seseorang dalam
membuat keputusan dan dari informasi
yang diberikan oleh orang lain
(Wicaksono 2013).

Robbins (2011:175) mengungkapkan
bahwa: “Persepsi adalah proses di mana
individu mengatur dan
menginterpretasikan kesan-kesan
sensoris mereka guna memberikan arti
bagi lingkungan mereka. Dengan
pendapat — pendapat di atas persepsi
merupakan suatu pengetahuan
seseorang akan suatu hal yang mereka
lihat secara visual, dari hasil penglihatan
mereka akan memberikan nilai — nilai
atau kesan kesan yang nantinya akan
membuat seseorang tersebut dapat
mengatur dan menginterpretasikan
perasaan mereka tersebut.

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara untuk menyerahkan sebagian
harta yang dimiliki wajib pajak dan dapat
dipaksakan berdasarkan Undang-undang,
tanpa adanya kontraprestasi atau tidak
mendapat imbalan secara langsung dan
digunakan semata-mata untuk
kemakmuran rakyat. Salah satu pajak
yang dipungut diindonesia adalah pajak
penghasilan (PPh) vyaitu pajak yang
dikenakan kepada orang pribadi atau
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badan atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dalam  satu tahun pajak
(Direktorat Jenderal Pajak).

Menurut Mangkoesoebroto dalam
Simajuntak dan Mukhlis (2012:9) pajak
adalah suatu pungutan yang merupakan
hak preogratif pemerintah, pemungutan
tersebut berdasarkan undang-undang,
pemungutannya dapat dipaksakan
kepada subjek pajak untuk mana tidak
ada balas jasa yang langsung dapat
ditunjukkan penggunaannya.

Wajib Pajak
Berdasarkan pasal 1 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2000

pengertian wajib pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
perpajakan.

Pengertian di atas menjelaskan
bahwa wajib pajak adalah seseorang
yang membayar pajak secara sukarela
karena tanpa ada imbalan jasa secara
langsung yang di terima hal ini juga
dilakukan karena wajib pajak percaya
terhadap pemerintah.

Korupsi

Menurut Lopa yang dikutip Feryna
(2016) korupsi berarti suatu perbuatan
yang berhubungan dengan tindakan yang
merugikan kas negara, berupa tindakan
penyuapan ataupun manipulasi. Dari
beberapa pengertian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa korupsi adalah
kecurangan yang dilakukan  oleh
seseorang dengan cara mengambil
sebagian hak dari orang lain yang dimana
hal tersebut melanggar peraturan UU juga
melanggar ketentuan hukum.

Dalam dunia perpajakan, korupsi
pajak merupakan suatu elanggaran
hukum atas penggelapan dana hasil
pajak yang dilakukan leh seseorang untuk
kepentingan dirinya sendiri.

Keadilan

Menurut laman Wikipedia.org
keadilan adalah kondisi kebenaran ideal
secara moral mengenai suatu hal, baik
menyangkut benda atau orang. Hal ini
berarti keadilan merupakan kesetaraan
yang harus di berlakukan kepada sipapun
baik itu berhubungan dengan benda
ataupun manusia itu sendiri.

Pemungutan pajak yang adil adalah
adanya perlakuan yang sama terhadap
orang atau badan yang berada dalam
situasi ekonomi yang sama (misalnya
memiliki penghasilan tahunan yang sama)
dan memberikan  perlakuan  yang
berbeda-beda terhadap orang atau badan
dalam keadaan ekonomi yang berbeda-
beda (Zain, dalam Ardiansyah, Dalam
Thessa, dkk, 2019)

Keadilan dalam perpajakan
merupakan suatu pernyataan bahwa
setiap warga Negara  hendaknya
berpartisipasi dalam pembiayaan

pemerintah, sedapat mungkin secara
proporsional sesuai dengan kemampuan
masing-masing, vyaitu dengan cara
membandingkan penghasilan yang
diperolehnya dengan perlindungan yang
dinikmatinya dari negara (Adam Smith,
dikutip dalam Yezzie, Dalam Thessa, dkk,
2019).

Dalam bidang perpajakan keadilan
disini merupakan kesetaraan yang harus
di rasakan oleh setiap wajib pajak dimana
seseorang dengan ekonomi tinggi harus
mendapat pajak yang tinggi, begitu juga
sebaliknya.

Sistem Perpajakan

Dalam laman Pajak.go.id
mengemukakan bahwa Sistem
perpajakan adalah mekanisme yang
mengatur bagaimana hak dan kewajiban
perpajakan suatu wajib pajak
dilaksanakan. Pada uraian di bawah ini
disajikan berbagai sistem perpajakan.
Menurut sistem perpajakan ini, besarnya
pajak yang terutang ditetapkan
sepenuhnya oleh institusi pemungut
pajak.
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Sistem Perpajakan merupakan suatu
sistem pemungutan pajak yang
merupakan perwujudan dari pengabdian
dan peran serta Wajib Pajak untuk secara
langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan
yang diperlukan untuk pembiayaan
penyelenggaraan Negara dan

pembangunan nasional (Irma, 2014)
Dalam Icha dan Teguh (2017).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak menurut KBBI
(2008: 1201) kepatuhan ialah tunduk dan
patuh kepada suatu aturan. Sedangkan
menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan
merupakan suatu keadaan yang mana
wajib pajak bersedia mematuhi peraturan
perpajakan.

Dilansir dari klikpajak.id Kepatuhan
wajib pajak merupakan suatu tindakan
patuh dan sadar terhadap ketertiban
pembayaran dan pelaporan kewajiban
perpajakan masa dan tahunan dari waijib
pajak yang berbentuk sekumpulan orang
dan/ atau modal yang merupakan usaha
sesuai dengan ketentuan perpajakan
yang berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas dapat
disimpukkan bahwa kepatuhan pajak
merupakan suatu kepercayaan yang
diberikan oleh wajib pajak trhadap
pemerintah yang dimana dilakukan
secara sukarela sehingga waijib pajak
bersedia memenuhi kewajibannya.

Kepercayaan

Kepercayaan pada dasarnya
merupakan suatu keadaan psikologis
seseorang dalam melakukan aktivitas

dalam hal ini kepercayaan dalam
melakukan pembelian suatu produk.
Kepercayaan akan memberikan
dukungan dalam proses pembelian
produk yang akan dilakukan.
Kepercayaan juga  menunjukkan

kemauan seseorang untuk bertumpu
pada orang lain dimana seseorang
tersebut memiliki kenyakinan terhadap
seseorang tersebut (Anang & Rizki,
2017)

Pendapat diatas menunjukan
bahwa kepercayaan merupakan kemauan
seseorang terhadap suatu hal karena
telah merasa yakin terhadap suatu hal.
Dalam bidang pajak kepercayaan
tersebut berarti patuh akan membayar
pajak karena percaya apa yang mereka
berikan akan menjadi manfat bagi dirinya
di masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Persepsi Korupsi Pajak dan Kepatuhan
Wajib Pajak

Teori persepsi menurut Wicaksono
(2013) dimana Persepsi adalah suatu
asumsi atau suatu informasi  dari
seseorang yang didapat dari pengalaman
masa lalu yang dirasakan sendiri oleh
indera orang tersebut, keinginan
seseorang dalam membuat keputusan
dan dari informasi yang diberikan oleh
orang lain. Dalam bidang perpajakan hal
ini menandakan ketika danya Kkorupsi
pajak yang terjadi di masa lalu akan
menimbulkan sebuah persepsi yang
kurang baik terhadap Wajib pajak.

Banyaknya kasus korupsi pajak yang
terjadi di indonesia tidak dapat di pungkiri

menjadi salah satu penyebab
menurunnya kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajibannya.

perpajakannya. Kepatuhan pajak yang
tinggi ditandai dengan adanya kontrol
yang tinggi pada korupsi dan ukuran
rendahnya birokrasi. Oleh karena itu jera
yang tepat untuk dilakukan adalah
menciptakan keyakinan pajak atau iklim di
mana warga negara dilindungi dari
korupsi dan gelembung birokrasi (Picur &
Belkaouli, 2006 dalam komang dan ketut
2017).

Menurut Zain (2008) kepercayaan
masyarakat kepada lembaga perpajakan
dan aparat - aparatnya akan
mempengaruhi kemauan untuk
membayar pajak.

Tindakan penggelapan uang oleh
petugas pajak, membuat masyarakat
Indonesia memiliki persepsi yang negatif
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terhadap instansi perpajakan dan juga
petugas pajak, dan hal tersebut akan
mendorong wajib pajak  cenderung
menjadi tidak patuh (Susanto,2013 dalam
Feryna, Dkk. , 2016 ).

Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan
dan Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi keadilan atas sistem
perpajakan yang ada menjadi salah satu
faktor meningkatnya kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak. Pendapat
ini diperkuat dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Ari, Asep dan Indah (2019)
Hasil pengujian hipotesis dari penelitian
mereka dapat diartikan bahwa persepsi
keadilan pajak adalah variabel yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,
hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi
persepsi wajib pajak mengenai keadilan
pajak, maka semakin tinggi pula
kepatuhan wajib pajak, begitu juga
sebaliknya, jika wajib pajak merasa ada
ketidakadilan dalam pajak maka semakin
rendah kepatuhan pajaknya. Penelitian
Fauzi et al (2017) dalam Ari, Asep dan
Indah  (2019) menjelaskan  bahwa
keadilan prosedural mempengaruhi
kepatuhan pajak.

Persepsi Korupsi Pajak dan Kepatuhan
Wajib Pajak Melalui Kepercayaan

Dalam dunia perpajakan korupsi
pajak merupakan hal yang sangat
mempengaruhi kepercayaan wajib pajak
akan dana yang wajib pajak berikan
kepada negara. Kepercayaan disini
merupakan kepercayaan yang diberikan
kepata pemerintah dalam mengelola dana
yang mereka berikan. Ketika Wajib pajak
mengetahui bahwa dana yang mereka
berikan digunakan sebagaimana
mestinya maka kepercayaanwaijib
pajakpun akan terus meningkat sehingga

kepatuhan pajaknya juga akan ikut
meningkat. Hal ini diperkuat dengan
pendapat yang di kemukakan oleh Ari,
Asep dan Indah (2019) Semakin wajib
pajak tahu bahwa pajak dialokasian
dengan baik oleh pemerintah, semakin
wajib pajak akan percaya. Kepercayaan
waijib pajak akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi
tingkat kepercayaan wajib pajak maka
akan semakin tinggi pula tingkat
kepatuhannya.

Berdasarkan beberapa pendapat dan
hasil peneliyian terdahulu di atas
kepercayaan menjadi hal penting yang
mendasari adanya kepatuhan wajib pajak
dalam hal persepsi wajib pajak tentang
korupsi yang marak terjadi di indonesia.

Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan
dan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui
Kepercayaan

Keadilan yang ada dalam penelitian
ini merupakan keadilan yang diberikan
oleh fiskus kepada wajib pajak yang
dimana hal tersebut akan memberikan
dampak yang baik terhadap kepatuhan
perpajakannya. Dalam Penelitian yang
dilakukan oleh Faizal at al (2017) dalam
Ari, Asep dan Indah (2019) yang
dilakukan di malaysia menunjukkan
bahwa keadilan prosedural dapat
mempengaruhi kepercayaan wajib pajak
dengan hubungan signifikan positif. Hal
itu berarti ketika adanya keadilan yang
diterapkan oleh Fiskus kepada Wajib
pajak akan membuat wajib pajak patuh
terhadap kewajiban perpajaknnya. Ini
berarti Wajib pajak telah percaya kepada
fiskus akan pelayanan dan otoritas yang
mereka berikan kepada wajib pajak.
Semakin tinggi tingkat kepercayaan waijib
pajak maka akan semakin tinggi pula
tingkat kepatuhannya.



122 Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) 2020

Kerangka Penelitian

PERSEPSI KORUPSI

PAJAK

KEPERCAYAAN —>

KEPATUHAN WAJIB
PAJAK

PERSEPSI KEADILAN I

SISTEM PERPAJAKAN

Sumber : Peneliti (2020)

Gambar 2. Model Struktural Untuk Pengukuran Hipotesis

Dimana:

X1 : Persepsi Korupsi Pajak

X2 : Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan
Y :Kepercayaan

Z : Kepatuhan Wajib Pajak

KESIMPULAN

Melalui Pembahasan di atas dapat di
simpulkan bahwa persepsi korupsi pajak
dan persepsi keadilan sistem perpajakan
dapat. Karena ketika wajib pajak
mempunyai persepsi yang baik terhadap
pemerintah dalam hal ini fiskus maka
kepatuhan waijib pajak akan semakin
meningkat. Iltu membuktikan bahwa
kepercayaan menjadi faktor utama untuk
dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak karena ketika wajib pajak telah
percaya kepada  fiskus  tentunya
penerimaan pajak akan meningkat karena
banyaknya wajib pajak yang membayar
kewajiban perpajakannya. Tetapi jika
semakin maraknya kasus korupsi atau
ketidakadilan yang ada dalam sistem
perpajakan maka akan timbul ketidak
percayaan waijib pajak  terhadap
pemerintah atau fiskus tentunya akan
semakin membuat wajib pajak untuk
enggan membayar kewajiban
perpajakannya dan hal itu tentunya akan
memberikan  dampak yang besar

terhadap penerimaan pajak di tahun —
tahun berikutnya.

Oleh karena itu pemerintah harus
membuat wajib pajak percaya akan dana
yang merkea berikan kepada negara
akan dimanfaatkan sebagaimana
mestinya agar kedepannya penerimaan
pajak dapat terus meningkat sehingga
segala kebutuhan infrastruktur negara
dapat terpenuhi dengan baik dan
indonesia dapat menjadi negara yang
maju secara ekonomi.
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